BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.359, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisas Dan
Tata Keja  Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133/PMK.02/2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpgakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2008
Tahun 2008 tentang Komite Pengawas Perpgakan,
dibentuk Komite Pengawas Perpgakan;

b. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas
pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpgakan
sebagaimana tersebut pada huruf a perlu dibentuk
Sekretariat Komite Pengawas Perpgjakan;

c. bahwa Sekretariat Komite Pengawas Perpgakan
sebagai mana tersebut huruf b, secara fungsional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite
Pengawas Perpgakan, dan secara administratif berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan;
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Mengingat

Memperhatikan :

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

100/PMK.01/2008 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor  143.1/PMK.01/2009,  Sekretariat  Jenderal
mempunyai tugas melaksanakan koordinas pelaksanaan
tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan
administras Departemen Keuangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Organisas dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4740);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungss Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008

tentang Komite Pengawas Perpaj akan;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokras dalam surat Nomor B/1459/M.PAN-
RB/6/2010 tanggal 28 Juni 2010;


http://www.djpp.depkumham.go.id

3 2010, No.359

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Sekretariat Komite Pengawas Perpgjakan secara fungsional berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengawas
Perpajakan, dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

(2) Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Pasal 2

Sekretariat Komite Pengawas Perpgakan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
teknis Komite Pengawas Perpajakan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat
Komite Pengawas Perpg akan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program kerja fasilitas
analisa dan konsultasi, fasilitas pencegahan dan monitoring, serta fasilitas
pengaduan dan verifikas di lingkungan Komite Pengawas Perpg akan;

b. koordinasi penyusunan rencanakerja, rencana strategik, dan laporan;

C. penyiapan rekomendass dan pemberian saran/masukan dalam rangka
peningkatan pelaksanaan tugas instans perpa akan;

d. pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan
ketatal aksanaan, serta keuangan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha K omite Pengawas Perpaj akan.
BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan terdiri atas:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Fasilitas Analisadan Konsultasi;
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C.
d.
e.

Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring;
Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IlI
BAGIAN UMUM
Pasal 5

Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan kordinasi dan penyusunan
rencana kerja, rencana strategik dan pengelolaan laporan, urusan kepegawaian,
penataan organisas dan tata laksana, keuangan, dan urusan tata usaha dan
rumah tangga di lingkungan Komite Pengawas Perpgjakan dan Sekretariat
Komite Pengawas Perpg akan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinas dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan

b.
C.
d.

laporan;
pengel olaan urusan sumber daya manusia;
pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Komite Pengawas Perpgakan
dan pengajuan permintaan pembayaran;

pelaksanaan urusan perbendaharaan Komite Pengawas Perpgjakan dan
penerbitan surat perintah pembayaran;

akuntans pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Komite
Pengawas Perpg akan;

pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribug,
dan kearsipan Komite Pengawas Perpg akan;

pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan pegawal;

. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana,

dan prasarana; dan

. pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota Komite Pengawas Perpg akan.
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Pasal 7
Bagian Umum terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
c. Subbagian Keuangan.

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Ussha mempunya tugas melakukan urusan surat
menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, kearsipan, urusan rumah
tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana dan
keprotokolan, Komite Pengawas Perpg akan.

(2) Subbagian Organisas dan Kepegawaian mempunyal tugas melakukan
penyiapan bahan koordinas dan penyusunan rencana kerja, rencana
strategik, dan laporan, rencana kebutuhan dan pembinaan pegawai, dan
penataan organisas dan tatalaksana.

(3) Subbagian Keuangan mempunyal tugas melakukan penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran dan pengguan permintaan pembayaran, urusan
perbendaharaan dan penerbitan surat perintah membayar, akuntans
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, urusan gaji dan
tunjangan pegawai.

BAB IV
BAGIAN FASILITASI ANALISA DAN KONSULTASI
Pasal 9

Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultass mempunya tugas melaksanakan
fasilitasi penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan program,
penyiapan dan evaluas pelaksanaan terhadap kebijakan dan/atau pelaksanaan
kebijakan yang berhubungan dengan analisa dan konsultasi pelaksanaan tugas
Instansi perpajakan serta penerapan prioritas yang memerlukan proses lebih
lanjut, dan penyigpan bahan rekomendasi dan pemberian saran dan/atau
masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas instans perpaj akan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian
Fasilitasi Analisa dan Konsultasi menyel enggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinas dan penyusunan kebijakan teknis dan program
di bidang fasilitasi analisa dan konsultasi;
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